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PETERI 1{TAII I(ABUPATET rAtuJu

PERAruRAN OAERA}I KABUPATEN ilAI'IUIU
NOIIOR 9 TAHUN 2OO7

TENTANG

PERUBAHAI{ KETIGA ATAS PERATURAI{ DAERAH KA3UPA?EN MAIIU'U
IIIOIIOR,l TAHUN 2OO5 TET{TANG KEDUDUXAil PROTOKOLER DAII

KEUANGAN PI}IPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKIIAN RAKYAT
DAERA}I KABUPATEN IIAIIUJU

DEIIIGAT{ RAHIIAT TUHAI{ YANG HAIIA ESA

Menimbang

BUpATT ilAt{UJU,

bahwa sehubungan ditetapkannya Peraturan Pemerlntah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Penruakilan Rakyat Daerah, maka
Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nornor 1 Tahun
2005 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Mamuju sebagaimana telah diubah dua kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju
Nomor 13 Tahun 2006, perlu disesuaikan dengan
melakukan perubahan atas Peraturan Daerah yang
dimaksud;

bahwa berdasarkan perti mbangan sebagaimana di maksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah
Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah
Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2005 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Mamuju.

. cl.

b.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang
Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara-Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822 );



2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan
dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Peruakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 43 10);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang
Pembentukan Peraturan Peru ndang-Undanga n (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 );
Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2AO4 Tentang
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 44.22)l

5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor L25, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437\ sebagalmana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor
3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang 'Undang
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3849);
Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang
Ketentuan Keprotokoleran mengenai Tata Tempat, Tata
Upacara, dan Tata Penghortnatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor Sg fahun 2000 Tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nornor 9 Tahun
1980 Tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala
Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/dudanya
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993 (Lembarm
Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 121);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 44L6), sebagaimana telah
beberapa kali dhffiera*tir-<engan Peraturan-
Pemerintah Nomor 2ljahun- 20O7 (Lembaran Negara

3.

4.

6.

7-

8.



Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 'fambahan

Lembaran Negara Nomor 47LZ)i
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1,40, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4578 );

10. Peraturan Daerah Kabupaten MamuJu Nomor I Tahun
2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten
Mamuju Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 1 sebagaimana telah diubah dua kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Matnuju
Nomor 13 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten
Mamuju Tahun 2O06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor
e).

D€ngan PcrcetuJuan 8ercama

DEWAN PERWAKIIAN RAKYAT DAERAH KABUPATEI{ IIAIIIUJU

Den
gUPATI }IAMUTU

IIIEIiIUTUSKAN:

Menetapkan r PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAI{ DAERAH HBUPATEN MAMUTU
NOiIOR 1 TAHUI{ 2OO5 TET{TAT{G KEDUDUKAN
PROTOXOLER DAN KEUANGAN PIITIPIIIAT{ DAN
A]{GGOTA DEWAX PEWAKIIAI{ RAIffAT DAERAH
KABUPATEN II{AIIU,U

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1

Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah
Kabupaten Mamuju Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah tlomor
1), yang telah diubah dua kati dengan kraturan Daerah:
a. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 4 Tahun 2006 (Lembaran

Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2006 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 2);

b. Peraturan Daerah
DaEiah Kabupaten
Daerah Nomor 9).

Kabupaten MamuJu Nomor 13 Tahun 2006 (Lembaran
Marnuju Tthdn 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran



Diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal L angka 18a dan l8b diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 18 a
Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan
dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan
klnerja Pimpinan dan Tenggara DPRD.

Pac.l 18 b
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi
Pimpinan DPRD setlap bulan untuk menunJang kegiatan operasional yang
berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna
melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.

2, Ketentuan pasal l0 ayat (2) dihapus sehingga pasal l0 a berbunyi sebagai
berikut :

Pacsl 1O a
Selain penghasilan sebagalmana dlmaksud Pasal 10, kepada pimpinan dan
anggota DPRD diberikan penerlmaan lain berupa Tunjangan Komunikasi
Intensif

3. Ketentuan pasal 14a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pesal 14 a
(1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagalmana dimaksud pasal 10a

dlberikan kepada Pirnpinan dan Anggota DPRD dengan
mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah.

(2) Bagi Daerah dengan kemampuan keuangan baiian sedang, TunJangan
Komunikasi Intenslf bagl Plmpinan dan anggota DPRD diberikan paling
banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD

4, Ketentuan pasal 14b dan pasal 14c dihapus
5. Pasal 14 d diubah menjadi pasal 14 b sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal t4 b
Tunjangan komunikasi insentif sebagalmana dimaksud dalam pasal 14a
dibayarkan terhitung mulaitanggal 1 Januari 2007

6. Ketentuan pasal 15 ayat (2) diubah sehinggah pasal 15 berbunyi sebagai
berikut:


